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?AIII'N ANGGARAN 2OL7

BIIPATI IT.ALI{I,AIITRA BARAT,

bahwa dalaru ransa tertib adnr-inistrasi Bepgelolaa+
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalan Petaturart
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan progras, dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Badan
Pererrcanaan, Peeelitiatl dan Pengembaagarr Daera&:
Kabupaten Halmahera Barat ?ahun Anggaran 2O17;

bahwa Saudari MASI?A PT RADIN yang diusulkan oleh
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat
pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta marnpu melaksanakan tugas kebendaharaall dalam
rangka pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2A17.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentgng Fenetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
W. ilayah Daerah Swatantra Tiogkat I Maluku menjadr
Undang-undang;

Undang-undang Nomor 6 Tahua 2O0O tentang Perubalrae
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 7999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Ba:at;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepuiauan Suia,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat : 1.

5. Undang-undang Nomor
Perbendaharaarl Negara;

1 Tahun 2AA4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

Lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat
Daerah Kabupaten llalmahera Barat Tatrun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmatrera Barat Nomor 9
Tahun 2AL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Betarfa
Daerah Kabupaten Halmahera Barat fahun Anggaran
20L7;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penja.baran Anggaran Pendapatan dan Belar{a
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2A77;

Surat Usulan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
: 050/209lBapp-HBl20l7 tanggal, Januari 2017,
Perihal: Usulan tsendahara Pengeluaran dan Bendatrara
Barang.

MEMUTUSKAT{:

Menunjuk Saudari UASITA Pt RAIIIil NIP. 1987rc27
2A14A9 2 0Ol sebagai Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Hatnahera Barat Tahun
Anggaran ?OLZ dengan atasan langsungnya Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daeralr
Kabupaten Halmahera Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan fugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendatrara
sebagaimana dimaksud Dikhrm Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECffiEN
BEITDAIIABA PEITGELU- ARAI{

TANDA TANGAN PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah !t!. v
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \,/
Kaban Perenc, Penelitian \r
@bag._Hg@f*$_O_rys * Nl

Ditetapkan di : Jaiiolo
padatanggal : tz TatrVon-2AL7

temhsan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala F,eerafi Pejf.efifafiaafr, Peflelitigft dafi Pefig D6eftrE K6h. H6lbeif di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


